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ABSTRAK 

 

ANALISI SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL 

MENENGAH PADA  PD. BPR SARIMADU BANGKINANG 

 

OLEH : RAHMADHONA HASMI 

01574204967 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

sistem pemberian kredit pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang. PD. BPR 

Sarimadu Bangkinang adalah salah satu lembaga keuangan yang 

diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan 

disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini PD. BPR 

Sarimadu Bangkinang memberikan pelayanan kredit dan fasilitas lain 

yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat. Dalam penyaluran 

kredit PD. BPR Sarimadu Bangkinang telah menyediakan Flowchart dan 

berbagai macam  kredit seperti, kredit konsumtif (kredit kepemilikan 

kendaraan, kredit talangan, kredit kesejahteraan, kredit sarimadu, kredit 

konsumtif anggota koperasi), kredit investasi (kredit investasi mesin, 

kredit graha sarimadu, kredit investasi perkebunan), kredit modal kerja 

(kredit wirausaha, kredit bakulan, kredit agribisnis, kredit modal kerja 

anggota koperasi, kredit badan usaha). Penelitian ini menemukan bahwa 

dalam pemberian kredit kepada nasabah, perhitungan metode bunga 

kredit yang digunakan pada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang 

yaitu, metode flate rate. Flate rate merupakan pembebanan suku bunga 

kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok maupun 

angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Sistem 

yang digunakan oleh PD.BPR Sarimadu Bangkinang melalui Flowchart 

yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: administrasi kredit, analisis 

kredit, nasabah, direktur, bagian pembukuan dan kasir. Yang semuanya 

ini merupakan komponen terjadinya pemberian kredit. 

 

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peran  bank  sangat  besar  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi 

suatu   daerah.   Semua   sektor   usaha   baik   sektor   industry,   perdagangan, 

pertanian,  perkebunan,  jasa  perumahan,  dan  lainnya  sangat  membutuhkan 

bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. 

Melihat sejarah perbankan dari dulu sampai sekarang ini, begitu besar 

peranan  perbankan  dalam  memajukan dan  mensejahterakan  perekonomian. 

Hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan 

jasa bank. Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekitarnya, tidak ada bank 

maka tidak ada kemajuan seperti saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak 

bank dan benar adalah Negara yang terbelakang. 

Mengingat Pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka 

pemerintah menyusun suatu lembaga perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 

07  Tahun  1992  Tentang  perbankan  sebagaimana  telah  diubah  sebagai 

Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank 

adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentu 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentu-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rayat banyak. 

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan 

maupun badan usaha. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar 

kembali bersama bunga dan biaya lainnya oleh peminjam sesuai dengan 

1 
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perjanjian  yang telah disepakati. Salah satu jenis kreditnya adalah UKM. 

Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UKM 

(Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME “Small Medium Enterprise”) agar 

UKM menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Artinya pemerintah 

menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang korporat yang lebih 

diperhatikan. 

Pengembangan  kredit  pada  pengusaha  kecil  merupakan  salah  satu 

topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar 

penanganannya lebih  efektif dan  efisien untuk mengoptimalkan perbankan 

bagi pengembangan dan meningkatkan kredit tersebut. Meningkatkan kredit yang 

diberikan bank kepada pengusaha kecil merupakan salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam membangun program pemerintah yang kurang maksimal.  Hal  

ini  terbukti  masih  banyaknya  pengusaha kecil  yang belum mendapatkan 

perhatian sepenuhnya dari pemerintah. 

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang adalah salah satu lembaga 

keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat 

dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini BPR Bank  

Sarimadu  Cabang  Bangkinang  memberikan  pelayanan  kredit  dan fasilitas lain 

yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan dan pandangan penulis, BPR Bank Sarimadu 

Cabang Bangkinang telah dapat berkembang sebagai lembaga keuangan yang 

dapat membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mewujudkan usaha- 

usahanya. BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang yang bergerak dibidang  
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Perbankan   dengan   misi   dan   fungsinya   adalah   sebagai   penggerak   

dan pendorong laju perkembangan pembangunan daerah, mewujudkan kepedulian 

dan peran sertanya dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada pengusaha 

kecil dan menengah. 

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang dikenal 

melayani golongan pengusaha yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat 

masyarakat yang membutuhkan. Dasar hukum usaha mikro adalah Undangundang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. Peranan usaha mikro sangat penting dalam memperkuat 

perekonomian domestik di Indonesia. Perkembangan UMKM, khususnya 

usaha mikro masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika 

perekonomian Indonesia. Kegiatan bisnis UMKM yang dinamis juga 

berpotensi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahan 

ekonomi Nasional. Zarmawis Ismail dkk (2014:1) 

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang diharapkan dapat membantu 

pengusaha kecil kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan usaha mereka 

khususnya  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  pada  umumnya  sehingga 

kegiatan ekonomi suatu daerah dapat berkembang sesuai apa yang diharapkan 

bersama. Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR Bank Sarimadu 

Cabang Bangkinang Tahun 2017 kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 1.1 
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NO 

 
KETERANGAN 

PER 31 DESEMBER 2013 
(Ribuan Rp.) 

 
JUMLAH 

L KL D M 

1 PENEMPATAN PADA BANK 
LAIN 

31,351,194    31,351,194 

2 KREDIT YANG DIBERIKAN      
a.     Kepada BPR - - - - - 

b.    Kepada Bank Umum - - - - - 

c.     Kepada non Bank-pihak 1,390,032 - - - 1,390,032 

d. Kepada non Bank-pihak 
tidak terkait 

103,346,761 2,922,393 3,120,940 15,837,682 125,227,776 

3 JUMLAH ASET PRODUKTIF 136,087,987 2,922,393 3,120,940 15,837,682 157,969,002 

4 Rasio Rasio (%)      
4.65% a.     NPL Net     

  b.    KPMM     29.70% 

 c.     Loan to Deposit Ratio     94.26% 

 d.    Return on Asset (ROA)     -3.15% 

 e.     KAP     12.73% 

 f.     PPAP     99.70% 

 g.     BOPO     112.26% 

 h.    Cash Ratio (CR)     11.84% 

 

Tabel 1.1 

Dartar Kualitas KPK yang Disalurkan Tahun 2017 

Laporan Informasi Lainnya Periode: Triwulan IV 2017 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

terkait 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LDR) 

Keterangan           : 

KPK                      : Kredit Pengusaha Kecil 

L                           : Lancar 

KL                        : Kurang Lancar 

D                           : Diragukan 

M                          : Macet 

Tabel 1.2 

Jumlah nasabah kredit UMKM pada PD. BPR Bank Sarimadu Cabang 

Bangkinang 
 

Tahun Jumlah 

2014 4509 

2015 3993 

2016 3335 

2017 2956 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah nasabah dari tahun 2014-2017 mengalami 

penurunan. Ini disebabkan turunnya minat debitur. Dalam penyaluran kredit pada 
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nasabahnya, PD. BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang selaku kreditur harus 

benar-benar menganalisa para debiturnya baik secara intern maupun ekstern. 

Bank wajib melakukan analisa terhadap kemampuan debitur untuk membayar 

kembali kewajibannya. Selain itu bank juga  dituntut  untuk  melaksanakan  

peninjauan,  penilaian  dan  peningkatan terhadap agunan yang diterima dapat 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang penyaluran kredit kepada 

nasabah ternyata masih ada terjadi kredit macet sebesar 15,837,682 pada tahun 

2017. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan penggunaan kredit nasabah 

oleh pihak BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang . 

Tabel 1.3 

Flowchart System dan Prosedur Pemberian Kredit UMKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber  : PD.BPR SARIMADU BANGKINANG 
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Pemberian kredit masih mengandung resiko yang disebabkan adanya 

kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) 

kredit  itu  banyak  hal  yang  menyebabkan  kredit  itu  tidak  dapat  dilunasi 

nasabah pada waktunya. Kredit mengandung resiko yang tinggi tidak 

dikembalikan,   tentu   pihak   manajemen   bank   perlu   melakukan   sistem 

pemberian kredit yang benar-benar efektif dan efisien kepada nasabahnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu suatu kajian yang mendalam untuk  

mengetahui  masalah  pemberian  kredit  pada  BPR  Bank  Sarimadu Cabang 

Bangkinang dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 

Usaha Kecil Menengah pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalahnya yaitu: 

1.    Apakah  sistem  yang digunakan  PD. BPR  SARIMADU efektif dan 

efisien? 

2.    Bagaimana  prosedur dan  perhitungan  suku  bunga pemberian  kredit 

UMKM pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG? 

3.    Bagaimana    perlakuan    kredit    pada    PD.    BPR    SARIMADU 

BANGKINANG? 

4.    Bagaimana penyelesaian kredit macet pada PD. BPR SARIMADU 

BANGKINANG? 

5.    Bagaimana  sistem  akuntansi  kredit  yang  digunakan  oleh  PD.  BPR 

SARIMADU BANGKINANG? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk  mengetahui  sistem  yang  digunakan  PD.  BPR  SARIMADU 

efektif dan efisien 

2. Untuk mengetahui prosedur dan perhitungan suku bunga pemberian 

kredit umkm pada PD. BPR SARIMADU BANGKINANG 

3. Untuk  mengetahui  perlakuan  kredit  pada  PD.  BPR  SARIMADU 

BANGKINANG 

4. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada PD. BPR 

SARIMADU BANGKINANG 

5. Untuk mengetahui sistem akuntansi kredit yang digunakan oleh PD. 

BPR SARIMADU BANGKINANG 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi penulis sendiri berguna untuk menambah wawasan serta 

pengembangan ilmu mengenai system pemberian kredit. 

2.   Bagi  perusahaan  sebagai  sumbangan  pemikiran  dari  hasil  

penelitian kepada BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang dalam hal 

pemberian kredit. 

3.   Bagi  pihak  lain  sebagai  informasi  dan  referensi  bagi   yang  

ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari 

diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan 

mengenai keadaan yang memerlukan jawaban penelitian. Tujuan 

penelitian berisi tentang hal yang ingin dapat dicapai dalam 

penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang kegunaan dalam 

penilitian. Sistematika penulisan mencakup uraian singkat 

pembahasan materi tiap bab. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Didalamnya juga terdapat perbandingan dengan  penelitian-

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat, metode 

penelitian dan metode analisis data yang merupakan informasi 

tentang metode-metode dalam penelitian 

BAB IV :  HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, bagan organisasi, 

analisis jabatan atau tugas bagian jabatan, prosedur pemberian 

kredit, system akuntansi pemberian kredit, pencatatan akuntansi 

kredit 
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BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang 

merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang 

diperoleh. Sedangkan saran berupa anjuran kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap analisis penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sistem 

Menurut  Marshall(2014:03)  Sistem  (system)  adalah  serangkaian dua 

atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.  

Menurut  Diana  (2011:  3)  system  merupakan  serangkaian  bagian yang saling 

bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. “Sistem merupakan 

sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi 

dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.  

Sedangkan menurut (Ranatarisza dan Noor,  2013:3) Suatu sistem dapat 

terdiri dari beberapa sub-sub sistem, dan sub-sub sistem tersebut dapat pula terdiri 

dari beberapa sub- sub sistem yang lebih kecil.” Berdasarkan pendapat dari para 

ahli yang telah dikemukakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa system 

merupakan suatu yang saling berhubungan  atau  berupa suatu  kesatuan  yang 

digunakan  dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan utama 

perusahaan. 

 

2.2   Pengertian Akuntansi 
 

Menurut Rudianto (2012: 4) Akuntansi adalah system informasi yang 

menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.  

Menurut American Institute  of  Certified Publik Accounting (AICPA) 

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengiktisaran transaksi 
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dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk 

penafsiran atas hasil-hasilnya. 

Sedangkan menurut Ismail (2011: 2) Akuntansi seni dalam pencatatan, 

menggolongkan dan mengiktisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait 

dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dalam 

satuan uang.  

Sedangkan menurut Soemarso (2013: 3) Akuntansi adalah proses 

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut. 

 

2.3   Pengertian Sistem Akuntansi 
 

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” 

(Mulyadi, 2010:3). Definisi Sistem Akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Sistem Akuntansi merupakan pengorganisiran sumber daya perusahaan. Alat 

untuk mengorganisir sumber daya perusahaan tersebut berupa aturan, kebijakan, 

standar, prosedur, dan lain-lain dalam upaya menyediakan informasi akuntansi dan 

keuangan bagi manajemen perusahaan. 

Adapun  menurut  mulyadi(2013:3)  terdapat  lima  unsur  pokok dalam 

system akuntansi, yaitu: 
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a.    Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen 

karena dengan  formulir  ini  peristiwa  yang  terjadi  dalam  organisasi 

direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. Contoh formulir 

adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek dan lain-lain 

b.    Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk  

mencatat,  mengklasifikasi  dan  meringkas  data  keuangan  dan data 

lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas dan lain-lain 

c.    Buku Besar 

Buku Besar (General Ledger) terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya  dalam   jurnal.   Rekening-rekening  tersebut   disediakan 

sesuai  dengan  unsur-unsur  informasi  yang  akan  disajikan  dalam 

laporan keuangan. 

d.    Buku Pembantu 

Buku Pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 

buku  besar.  Sebagai  contoh  buku  pembantu  piutang  yang  merinci 

semua data tentang debitur. 
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e.    Laporan Keuangan 

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang 

dapat berupa laporan laba/rugi, laporan peubahan modal, laporan harga 

pokok produksi, dan lain-lain. 

 

2.4   Pengertian Kredit 

Menurut maryanto (2011:73) Kata kredit berasal dari kata Credo artinya 

“Percaya”. Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank 

percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat 

dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi 

yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka 

waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain). 

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kepsekatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

 

2.5   Macam-Macam Kredit 
 

1.   Segi Jangka Waktu 

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu  

kredit  jangka  pendek,  kredit  jangka  menengah,  kredit  jangka 

panjang. Ketiga macam kredit tersebut pernah diatur dalam pasal 1 huruf 

d UU perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya UU perbankan 
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yang sekarang yaitu UU No 7 tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 

10 tahun 1998 (Aman, 1989:5). 

a.    Kredit jangka pendek 

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit 

yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini 

juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka 

waktu lebih dari satu tahun. 

b.    Kredit jangka menengah 

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank 

untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, 

kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut. 

c.    Kredit jangka panjang 

Kredit  jangka  panjang  adalah  kredit  yang  mempunyai 

jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari 

tiga tahun. 

2.   Segi Kegunaan 

Dari segi kegunaannya atau peruntukannya maka kredit dapat 

digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain: 

a.   Kredit investasi 

Kata investasi dapat diartikan dengan penanaman modal. 

Dengan mendasarkan pengertian tersebut, maka kredit investasi 

adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk 



 15 

kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi 

maupun rehabilitasi perusahaanKredit modal kerja. 

Yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang 

diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit 

ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha 

nasabah. 

b. Kredit profesi 

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada 

nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Profesi 

seseorang bermacam-macam ada yang sebagai dokter gigi, arsitek, 

pesulap dan sebagainya. 

3.    Segi Pemakaian 

Ditinjau  dari  segi  pemakaiannya  kredit  dapat  digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan produktif. 

a.   Kredit konsumtif 

Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah sesuatu yang 

digunakan sampai habis. Pada kredit konsumtif, dana yang diberikan 

oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga 

sehari-hari. 

b.  Kredit produktif 

Berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif 

pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar 

produktifitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat 
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berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, karena kedua 

kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan 

produktifitas usahanya. 

Untuk kredit profesi tampaknya tidak dapat digolongkan 

kedalam bentuk kredit produktif. Hal ini karena kemampuan nasabah 

yang menerima kredit profesi sangat terbatas sekali sehinggan sulit 

diharapkan produktifitas dapat meningkat dengan pesat. 

4.    Segi Sektor yang Dibiayai 

Disamping macam-macam kredit yang telah diterangkan 

sebagaimana diatas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat 

diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, 

sebagai berikut: 

1.   Kredit perdagangan 

2.   Kredit pemborongan 

3.   Kredit pertanian 

4.   Kredit peternakan 

5.   Kredit perhotelan 

6.   Kredit percetakan 

7.   Kredit pengangkutan 

8.   Kredit perindustrian. 

 

2.6 Unsur-Unsur Kredit 

Menurut maryanto (2011:78) Dalam mempelajari kredit, ternyata 

terdapat beberapa unsur yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang 
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Lending Officer agar tentunya jenis fasilitas, jangka waktu dan seluruh unsur 

lainnya akan sesuai dengan kebutuhan debitur. 

Pada dasarnya pengertian kredit yang diberikan kepada debitur adalah 

hanya satu arti, tetapi apabila dikaitkan dengan unsur-unsur kredit akan 

membentuk variasi yang sangat banyak dan kompleks. Dengan demikian 

seorang Lending Officer dituntut paham sekali mengenai unsur kredit tersebut 

karena merupakan pengetahuan sangat mendasar dan sangat penting. 

a. Golongan Debitur 

 Perorangan 

Dimana nama debitur atas nama pribadi bukan perusahaan. 

Seluruh kewajiban merupakan tanggungjawab pribadi perorangan 

 Perusahaan Badan Usaha (PT/CV) 

Dimana nama debitur merupakan nama perusahaan yang 

mempunyai badan usaha. Seluruh kewajiban merupakan 

tanggungjawab perseroan yang didalamnya terdiri dari beberapa 

pemegang saham (share holder) dan beberapa pengurus (Komisaris 

dan Direksi). 

b. Pekerjaan 

 Wiraswasta/Pengusaha 

Boleh mengajukan semua jenis kredit. 

 Karyawan 
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Hanya boleh mengajukan kredit yang bersifat consumer; Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Credit 

Card (CC), Kredit Serbaguna. 

c. Jenis Penggunaan Kredit 

 Kredit Modal Kerja 

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja suatu perusahaan. Misalnya: piutang dagang 

 Kredit Investasi 

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai pembelian mesin, 

bangunan kantor, pabrik kendaraan perusahaan, relokasi, diversifikasi 

produk, ekspansi, modernisasi, dan lain-lain. 

 Kredit Konsumer 

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan consumer, 

misalnya pembelian rumah tinggal, kendaraan pribadi, kartu kredit, 

dan lain-lain. 

 Bank Garansi 

Fasilitas yang diterbitkan oleh bank atas permintaan debitur 

untuk menjamin pihak lain apabila debitur cedera janji. 

 Lain-lain 

Adalah fasilitas yang diluar dari jenis penggunaan kredit diatas. 

Contohnya adalah pengolahan limbah. Sebenarnya pengolahan limbah 

termasuk kedalam investasi, tetapi tidak menambah nilai produksi. 

Fasilitas ini hanya bersifat sebagai persyaratan dari pemerintah saja 
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dan tanggung jawab social kepada masyarakat agar lingkungan tidak 

tercemar oleh limbah yang dikeluarkan oleh pebrik industry. 

d. Jangka Waktu Kredit 

 Kredit Jangka Pendek 

Kredit yang termasuk dalam jangka pendek adalah kredit 

yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun (sampai dengan 1 tahun). 

 Kredit Jangka Panjang 

Kredit yang termasuk dalam jangka panjang adalah kredit 

yang mempunyai jatuh tempo diatas satu tahun 

e. Sifat Pencairan Dana 

 Kredit Langsung (Direct Loan) 

Adalah dana kredit yang dapat dicairkan serta digunakan 

secara langsung sehingga pada saat bersamaan sudah efektif 

menjadi hutang debitur kepada pihak bank. 

Plafond yang telah disetujui dapat langsung ditarik oleh 

debitur. 

 Kredit Tidak Langsung (Non Direct Loan) 

Merupakan fasilitas kredit yang dananya tidak dapat ditarik 

langsung. Fasilitas ini hanya bersifat sebagai penjaminan saja 

kepada pihak ketiga, contoh nyata adalah Bank Garansi. 
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f. Sifat Perpanjangan 

 Revolving (dapat diperbarui) 

Adalah fasilitas kredit yang dapat diperbarui kembali atau 

dapat diperpanjang setelah jangka waktu kredit berakhir (jatuh 

tempo). Contohnya KRK (Kredit Rekening Koran) 

 Non Revolving (tidak dapat di perbarui) 

Adalah fasilitas kredit yang tidak dapat diperbarui kembali 

atau tidak dapat diperpanjang. Contohnya KAB (Kredit Angsuran 

Berjangka), KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan lain-lain. 

g. Sektor Ekonomi 

Menurut sandi BI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jenis-

jenis usaha di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor ekonomi 

yaitu: 

1. Pertanian  

2. Pertambangan 

3. Perindustrian 

4. Listri, gas dan air 

5. Konstruksi 

6. Perdagangan, restoran dan hotel 

7. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 

8. Jasa-jasa dunia usaha  

9. Jasa-jasa sosial/masyarakat 

10. Lain-lain 
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h. Jaminan 

 Barang Tidak Bergerak 

Yang masuk dalam kategori adalah tanah kosong, tanah & 

bangunan. 

 Barang Bergerak 

Yang masuk dalam kategori ini adalah mobil, motor dan 

mesin 

 Personal Guarantee/Corporate Guarantee 

Adalah jaminan yang tidak berupa fisik, tetapi jaminannya 

berupa surat perjanjian dan surat pernyataan tanggungjawabnya 

seseorang atas kewajiban debitur kepada Bank apabila debitur 

mengalami masalah pinjaman (tidak dapat membayar). 

i. Klasifikasi Jaminan 

Klasifikasi jaminan menurut tingkat marketabilitasnya 

(kemudahan dijual). 

 Utama 

Merupakan jaminan yang paling marketable atau salelable 

(mudah diperjualbelikan). Misal secara umum Tanah & Bangunan, 

tanah kosong dipusat kota, emas batangan. Deposito termasuk 

dalam kategori ini. 
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 Tambahan 

Merupakan jaminan yang relative lebih sulit untuk 

diperjualbelikan, yaitu mobil, tanah kosong yang kurang 

marketable, mesin industry, mesin lainnya. 

 Pelengkap 

Merupakan jaminanyang paling tidak marketable seperti 

stok barang, tagihan pitung dagang (giro-2, cek-2). Selain itu, 

Personal Guarantee dan Coorporate masuk kedam kategori jaminan 

lengkap. 

j. Sifat Pencairan dana 

 Bebas 

Artinya adalah dana yang berasal dari pinjaman Bank dapat 

ditarik setiap saat tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu 

kepada pihak Bank dan tidak terikat pada berapapun jumlahnya 

asalkan dana yang ditarik tidak menyebabkan overdraft, artinya 

baki debet (out standing) tidak melebihi dari plafon pinjaman. 

Contoh Rekening Kredit Koran. 

 Bertahap 

Artinya adalah pencairan dana pinjaman, yang 

pencairannya dilakukan secara bertahap per termin. Besarnya 

pencairan dana dapat dilakukan secara estimasi kebutuhan dana 

atau pada konstruksi bergantung kepada tahapan bangunan fisik. 
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Metode penarikan dana bisa saja secara bertahap dengan kelipatan 

tertentu missal kelipatan setiap Rp 50 juta, Rp 100 juta. 

Contoh dari fasilitas ini adalah kredit Contruction Loan. 

Tahapan pencairan dana tergantung dari termin bangunan atau 

prestasi fisik bangunan. 

 Seluruhnya (100%) 

Pencairan dana pinjaman yang dilakukan secara sekaligus 

yaitu sebesar plafonnya. Pencairan dana dilakukan hanya 1 kali. 

k. Negara Pemberian Kredit 

 Dalam Negeri 

Yaitu dana yang berasal dari bank yang ada di Indonesia 

baik bank lokal maupun bank asing.umumnya pinjaman dalam 

mata uang rupiah, walaupun ada sebagian dalam bentuk mata uang 

asing. Tetapi umumnya bank lokal memberikan pinjaman mata 

uang asing hanya terbatas kepada eksportir. 

 Luar Negeri (OFF Shore Loan) 

Yaitu dana berasal dari bank diluar negeri. Umumnya 

pinjaman dalam mata uang asing, misalnya USD, Yen dan lain-

lain. 

 Campuran 

Dalam hal pembiayaan suatu proyek yang besar bisa saja 

dana berasal dari beberapa bank yang berasal dari bank luar negeri 
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dan bank lokal. Biasanya pembiayaan dalam bentuk pinjaman 

sindikasi.  

l. Besar Plafon Kredit 

 Mikro 

Merupakan kredit yang plafonnya sangat kecil, 

peruntukannya untuk pedagang/pengusaha kecil, misalnya 

pedagang dipasar tradisional. Umumnya penagihan atau 

pembayaran angsuran dilakukan setiap hari. 

 Small  Medium Enterprise (SME) 

Dikenal dengan istilah kredit UKM (Usaha Kecil 

Menengah). Kredit SME sebetulnya di peruntukkan kepada 

pengusaha kecil dan menengah. 

 Corporate  

Adalah kredit untuk perusahaan besar dan jumlah 

plafonnya sangat besar. 

m. Cara Pembayaran Kewajiban 

 Bunga 

Debitur hanya membayar bunganya setiap bulan. Besarnya 

bunga dihitung dari rata-rata outsanding pinjaman (pokok 

pinjaman yang dipakai). 

 Angsuran (P+B) 

Merupakan pembayaran kewajiban kepada bank dimana 

kewajiban yang dibayar setiap bulannya terkandung didalamnya 

angsuran pokok dan angsuran bunga. 
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Bentuk angsuran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu anuitas, 

efektif, dan flat. 

1) Anuitas → ( Pokok + Bunga tetap) 

2) Efektif  → ( Pokok Tetap + Bunga menurun) 

3) Flat  → (Pokok Tetap + Bunga Tatap)  

n. Bank Pemberi Kredit (Jumlah) 

 Sindikasi  

Merupakan pendanaan bersama oleh beberapa bank kepada 

1 debitur. Pinjamannya dikenal dengan nama pinjaman sindikasi. 

Biasanya ada salah satu bank yang berlaku sebagai bank arranger 

(Bank Koordinator) yang tugasnya mengoordinasi bank-bank 

lainnya. 

Kredit sindikasi ini ada karena: 

o Plafonnya sangat besar. Umumnya untuk membiayai proyek. 

Proyek raksasa misalnya membangun jalan TOL, Bandara 

Internasional, MRT (Subway), monorail, Jembatan antarpulau, 

Power Plant (Pembangkit Listrik) dan lain-lain. 

o Untuk membagi risiko yang tersebar ke beberapa bank. 

 Non Sindikasi 

Yaitu pendanaan oleh bank tunggal kepada 1 debitur.  

o. Produk-Produk Lending/Kredit 

Kredit Modal Kerja 

o Pinjaman Rekening Koran 
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o Demand loan 

o KE (Kredit Export) 

o TR (Trust Receipt) 

o LC Import 

o Dan lain-lain. 

Kredit Investasi 

o Kredit Angsuran 

Kredit Konsumer 

o KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 

o KPT/KPK (Kredit Pemilikan Tanah/Kavling) 

o KPM (Kredit Pemilikan Mobil) 

o Kartu Kredit 

o Dan lain-lain 

Bank Garansi 

o Tender Bond  

o Advance Paymen Bond 

o Performance Bond 

o Bapeksta 

o Pita Cukai 

p. Jenis Usaha 

Jenis usaha menurut sektor ekonomi diatas dapat dibagi 

menjadi 10 jenis usaha. Tetapi dalam hal ini agar tidak terlalu biasa 

dan tidak terlalu luas, kita bahas 4 jenis usaha yang mayoritas selalu 

berhubungan, yaitu (sisanya dapat dilihat disektor eonomi): 
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 Industry 

Pada prinsipnya industri adalah kegiatan usaha yang 

didalamnya terdapat kegiatan proses. Mengubah bentuk dari Bahan 

mentah–Barang Jadi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

adanya proses pertambahan nilai terhadap barang yang diproses.  

Satu tahapan kegiatan saja sudah termasuk prosesing, miksalnya: 

o Dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi 

o Dari barang setengah jadi menjadi barang jadi 

o Atau dari bahan mentah langsung menjadi barang jadi. 

 Perdagangan 

Adalah kegiatan usaha yang tidak mengubah bentuk dan 

tidak ada kegiatan prosesing, pada perdagangan umumnya terdapat 

proses:  

o Pembelian 

o Stock/penyimpanan 

o Penjualan. 

 Trading 

Merupakan kegiatan usaha, dimana trader hanya bersifat 

sebagai penghubung saja antara pembeli dan penjual trader tida 

membeli barang, tidak menyimpan barang maupun menjual barang 

langsung, tetapi hanya mempertemukan antara pembeli dan 

penjual. Trader biasanya membantu proses negosiasi harga dan 

syarat-syarat lainnya agar kesepakatan tercapai. 
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 Jasa 

Merupakan kegiatan usaha yang pada dasarnya tidak 

banyak menggunakan modal asset. Tetapi lebih berfokus kepada 

pelayanan atau industry service.  

q. Teknologi 

Apabila dilihat dari sudut teknologi terhadap barang yang 

diproduksi, kegiatan khusus industry dapat dibagi menjadi beberapa 

golongan : 

 Low End (Teknologi Rendah)  

Adalah barang yang sederhana (tidak sarat dengan 

teknologi), dapat dikerjakan dengan teknologi rendah atau 

sederhana. 

 Middle (Teknologi Menengah) 

Line produksi dengan teknologi semi otomatis, belum 

terintegrasi. Untuk memproduksinya membutuhkan mesin 

teknologi sedang saja. Campur tangan manusia masih tergolong 

banyak dibutuhkan, tetapi tidak sebanyak pada Low End. 

 High End (Teknologi Tinggi)  

Adalah barang yang rumit, sehingga untuk 

memproduksinya membutuhkan mesin yang canggih dan presisi. 

Harga mesinnya sangat mahal, karena sebagian mesin dibantu 

dengan robotic, otomatisasi proses dan terintegrasi. Permodalan  
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 Padat Modal 

Artinya industri ini banyak menggunakan mesin-mesin atau 

alat-alat bantu. Semakin otomatis mesin yang digunakan, semakin 

banyak dana investasi yang dibutuhkan atau dikeluarkan.  

 Padat Karya 

Artinya industri yang banyak menggunakan manusia 

dibandingkan dengan bantuan mesin. Faktor orang sangat 

memegang kendali dibandingkan dengan mesin.  

r. Limbah Produksi 

 Industri berlimbah 

Jenis industri yang mengeluarkan limbah beracun adalah 

industri yang selama proses pembuatannya menggunakan zat-zat 

pembantu atau aditif kimiawi yang berbahaya kepada lingkungan.  

 Industri tidak berlimbah 

Industri  yang ramah lingkungan. Industri yang tidak 

mengeluarkan limbah adalah industri yang proses pembuatan tidak 

menggunakan zat-zat pembantu atau aditif kimia berbahaya.  

 

2.7   Kegunaan  dan  Fungsi  Jaminan  Kredit  (Bank)  Dalam  Pemberian 

Kredit Bank 

Menurut   djoni   (2010:286)   Adapun   kegunaan   jaminan   kredit 

tersebut, yaitu: 

a.    Memberikan hak dan kekuasaan kepada untuk  mendapat pelunasan 

dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk 
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membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. 

b.    Menjamin agar debitur berperan serta dala transaksi dalam membiayai 

usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat 

dicegah   atau   sekurang-kurangnya   kemungkinan   untuk   berbuat 

demikian dapat diperkecil. 

c.  Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang 

telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin 

tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank (Bank 

Indonesia, 1994:3 dan Thomas Suyatno, et.al.,1995:88). 

Kemudian  ketentuan  dalam  Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan: 

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda- benda itu 

dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada di alasan-alasan 

yang sah untuk didahulukan. 
 

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut, pada dasarnya seluruh harta kekayaan milik 

debitur akan menjadi jaminan atau tanggungan atas utang debitur kepada semua 

kreditor. 
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2.8  Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Menurut james (2009:225) ada beberapa unsur dari sistem akuntansi, yaitu: 

1.   Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang bisa digunakan untuk mencatat 

ataupun merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir akan terdapat data 

transaksi. Ini akan dijadiakan dasar dalam pencatatan. Hal ini memang 

menjadi unsur paling penting dalam sistem Akuntansi. 

2.   Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntasi yang dilakukan guna mencatat, 

mengelompokkan transaksi sejenis dan juga meringkas data keuangan yang 

lain. Hasil dari peringkasan data ini kemudian di lakukan posting melalui 

rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. 

3.   Buku Besar 

Buku Besar (General Ledger) terdiri dari kumpulan rekening-rekening 

yang fungsinya untuk meringkas data keuangan yang sudah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Rekening Buku Besar dianggap juga sebagai wadah 

penggolongan data keuangan bagi penyajian laporan keuangan. 

4.   Buku Besar Pembantu 

Sistem akuntansi perlu dirancang untuk menyediakan imformasi 

mengenai jumlah utang ke berbagai pelanggan dan jumlah utang ke berbagai 

kreditur. Kita dapat membuat akun terpisah untuk setiap pelanggan dan 

kreditur di buku besar. Tetapi dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan 

dan kreditur, buku besar menjadi sulit untuk digunakan ketika mencakup 
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banyak pelanggan dan kreditur. Sejumlah besar akun individu yang memiliki 

kesamaan karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah 

yang disebut dengan buku besar pembantu (subsidiary ledger). 

Buku  utama yang mencakup seluruh akun-akun neraca dan laporan 

laba rugi kemudian disebut dengan buku besar umum (general ledger). Dalam  

buku besar umum, setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu akun 

yang merangkum saldo, yang disebut akun pengendali atau akun induk 

(controling account). Jumlah saldo akun dalam buku besar pembantu harus 

sama dengan saldo pada akun pengendali terkait. Oleh karena itu, kita bisa 

menganggap bahwa buku besar pembantu adalah buku sekunder yang 

mendukung akun pengendali di buku besar. Akun-akun yang mencatat 

pelanggan berdasarkan urutan abjad dalam buku besar pembantu disebut 

sebagai buku besar pembantu piutang usaha (accounts recevaiable subsidiary 

leadger) atau buku besar pelanggan.  

Akun pengendali dalam buku besar yang merangkum seluruh transaksi 

debit dan kredit untuk setiap akun pelanggan individu adalah Piutang usaha. 

Akun akun individu yang mencatat kreditor berdasarkan urutan abjad dalam 

buku besar pembantu disebut sebagai buku besar pembantu utang usaha 

(accounts payable subsidiary ledger) atau buku besar kreditor. Akun 

pengendali yang terkait dalam buku besar adalah utang usaha.  

 

2.9   Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Pedoman Perkreditan Bank 

Pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan 

pihak peminjam (nasabah debitur). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam 
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praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian 

kredit. Djoni (2012:312) 

Menurut djoni (2010:298) masing-masing Bank Umum berkewajiban 

untuk menyusun dan menerapkan pedoman dan perkreditan bank dalam 

pemberian kredit sesuai dengan pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Penjelasan atas pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  

menjelaskan  pokok-  pokok  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia 

memuat antara lain: 

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah dibuat 

dalam bentuk perjanjian tertulis. 

b. Bank  harus memiliki  keyakinan atas  kemampuan dan  kesanggupan 

nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 

nasabah debitur. 

c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasaran prinsip syari’ah. 

d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syari’ah. 

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip  syaria’ah  dengan  persyaratan  yang berbeda kepada nasabah 

debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi. 

f. Penyelesaian sengketa. 
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2.10   Sistem Pemberian Kredit 
 

Menurut gatot, (2009:157) ada 4 sistem pemberian kredit: 

1.   Asas Yang Berlaku 

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang 

berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang 

pada  umumnya  karena  ada  sesuatu  kebutuhan  yang  tidak  dapat 

dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara 

meminjam. 

2.  Permohonan Nasabah 

 
Nasabah yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit, 

tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya   

begitu   saja.   Sebuah   kredit   mengandung   risiko sehingga   bank   

sebelum   memutuskan   memberikan   kredit   perlu informasi   mengenai   

data-data   calon   penerima   kredit.   Data-data tersebut penting bagi 

bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah  menumbuhkan  

kepercayaan  bagi  bank  dalam  memberikan kreditnya. 

Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus 

mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain: 

a)  Identitas nasabah 

b)  Bidang usaha nasabah 

c)  Jumlah kredit yang dimohonkan, dan  

d)  Tujuan pemakaian kredit 
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Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data- data 

lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain: 

1)  Susunan pengurus perusahaan nasabah 

2)  Laporan keuangan (neraca dan perhitunga laba/rugi) 

3)  Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit, dan 

4)  Barang jaminan yang dapat digunakan. 

Dengan adanya data-data penunjang, bank dapat menilai 

kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai   

kemampuan   nasabah   terhadap   kredit   yang  dimohonkan, apakah  

nantinya  dapat  mengelola  kredit  dan  dapat  mengembalikan tepat pada 

waktunya atau tidak. Disini peranan bank dalam bidang perkreditan, bukan 

semata-mata memberikan kredit dengan pertimbangan ada jaminannya 

yang cukup, tetapi bank juga membina usaha   nasabah   agar   

kelancaran   usaha   nasabah   dapat   membuat pengenbalian kredit bank 

berjalan dengan lancar. 

2.   Prinsip Pemberian Kredit 

 
Adapun prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut: 

a.   Watak (character) 

Watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk 

mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah 

tanggung jawab nasabah. Penilai watak didasarkan pada hubungan 

nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank. Untuk mengajukan 
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permohonan kredit nasabah haruslah telah menjadi nasabah bank 

tersebut. 

b.   Kemampuan (capacity) 

Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa 

tujuan penggunaan kredit yang diminta. Untuk itu bank harus 

melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelola 

proyek yang akan dibiayai dengan kredit. Apabila kredit yang diminta 

untuk pembiayaan pembangunan gedung (kredit jasa kontruksi) maka 

bank harus meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman 

nasabah di bidang pembangunan tersebut. Kemudian kemampuan 

nasabah dalam mengelola usahanya selama ini.jangan sampai terjadi 

nasabah yang meminta kredit untuk membiayai pembangunan  gedung,  

tetapi  latarbelakangnya  sarjana  ekonomi dan   pengalaman   

usahanya   dibidang   perdagangan   kayu,   ini merupakan     nasabah     

yang     tidak     tepat     dan     diragukan kemampuannya dalam 

mengelola kredit. 

b.   Modal (capital) 

Penilai terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari 

laporan   keuangan   yang   disampaikan   oleh   nasabah,   biasanya 

nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan 

minimal dua tahun terakhir. 
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c.   Jaminan (collateral) 

Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap 

barang-barang yang akan dijaminkan oleh nasabah pada bank. 

Penilaiannya dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup 

kredit yang akan diberikan bank seandainya nasabah tidak dapat 

melunasi utangnya dikemudian hari. 

d.   Prospek (prospect) atau kondisi (condition) 

Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus 

dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. 

Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui 

kemungkinan adanya factor yang menghambat atau memperlancar 

keadaan usaha nasabah. 

Dari situ bank akan melakukan penilaian apakah usaha debitur 

atau objek kredit dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. 

3.   Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Selanjutnya, dalam membicarakan system pemberian kredit 

berkaitan dengan apa yang disebut dengan batas maksimum pemberian 

kredit (BMPK). Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya 

dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan 

masyarakat. 

Sesuai dengan namanya BMPK, telah diatur didalam UU 

Perbankan  tentang  beberapa  besarnya  maksimum  pemberian  kredit 

yang wajib dipatuhi oleh bank. Untuk pemberian kredit pada grup atau 
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perusahaan  kelompoknya,  pasal  11  ayat  (2)  menetapkan  BMPK 

sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh  BI.  Untuk  BMPK  kepada  orang  dalam  bank  yang  ditetapkan 

dalam pasal 11 ayat (4) tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai 

dengan yang ditetapkan BI. 

Undang-undang melarang bank memberikan kredit yang 

melampaui BMPK dan pelaksanaan pemberian kredit pada grup 

perusahaan dan orang dalam bank wajib dilaporkan pada BI. Laporan 

tersebut dapat merupakan bahan pengawasan bagi BI. 

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK merupakan tindak pidana 

dibidang perbankan yaitu kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan bank 

terhadap peraturan perbankan. 

2.11   Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Mikro 
 

“Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar 

lima ratus juta rupiah)”(Saiman, 2014:9). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha  

Mikro,  Kecil  dan  Menengah  menjelaskan  bahwa  Usaha  Mikro, Kecil dan 

menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja 

dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan berperan 
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dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

a)  Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,-  (lima 

puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat 

usaha; atau 

b)  Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha kecil adalah sebagai berikut : 

a)  Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b)  Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 

a)   Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta  

rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,- 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b)   Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp2.500.000.000,- 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). 
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2.12 Perhitungan Suku Bunga Kredit 

Berdasarkan jenis/sifatnya, suku bunga dibedakan menjadi 2, yaitu:  Tetap  

(fixed  rate),  suku  bunga  yang  besarnya  selalu  tetap  (fixed) selama jangka 

waktu tertentu atau selama jangka waktu kredit. Mengambang (floating rate), 

suku bunga yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan besarnya 

suku bunga yang berlaku dipasar (mengikuti mekanisme pasar). 

Berikut ini beberapa metode dalam perhitungan bunga: 

a)  Metode Efektif 

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan 

sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. 

Rumus Perhitungan Bunga 

 
Ket         = 

BUNGA = SP x i x (30 hari/360 hari) 

SP           = Saldo Pokok Pinjaman Bulan Sebelumnya  

i              = Suku Bunga Per tahun 

Contoh Perhitungan : 

 Diket: SP    = Rp 24.000.000 

  i = 10% 

Bunga Efektif Bulan 1 

 
= Rp 24.000.000 x 10% x (30/360) 

= Rp 200.000 

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 1: Rp 1.000.000 + Rp 

200.000 = Rp 1.200.000  
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Bunga Efektif Bulan 2 =Rp 23.000.000 x 10% x (30/360) = Rp 

191.666,67 

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 2: 

 
Rp 1.000.000 + Rp 191.666,67 = Rp 1.191.666,67 

 
Angsuran bulan kedua lebih kecil dari angsuran bulan pertama. 

Demikian pula untuk bulan-bulan selanjutnya, besar angsuran akan 

semakin menurun dari waktu ke waktu. 

b)    Metode Anuitas 

 
Metode ini merupakan modifikasi dari metode efektif, untuk 

mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama 

setiap bulan. Rumus yang digunakan sama dengan rumus metode efektif, 

yaitu 

BUNGA = SP x i x (30 hari/360 hari) 
 

Besarnya   bank   memiliki   aplikasi   software   yang   secara 

otomatis menghitung bunga anuitas. 

Contoh Perghitungannya sebagai berikut:  

Diket:    

SP       = Rp 24.000.000 

i          = 10% 

AP      = Rp 907.478 

Bunga Anuitas Bulan 1 

= Rp 24.000.000 x 10% x (30/360) 

= Rp 200.000 
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Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 1: Rp 907.478 + Rp 

200.000 = Rp 1.107.478 

Bunga Anuitas Bulan 2 

= Rp 23.092.522 x 10% x (30/360) 

= Rp 192.438 

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 2: Rp 915.040 + Rp 

192.438 = Rp 1.107.478 

Terlihat bahwa angsuran bulan kedua sama dengan angsuran bulan 

pertama dan seterusnya dimana besarnya angsuran akan tetap sama 

sampai dengan selesainya jangka waktu kredit. 

c) Metode Flat 

 
Dalam metode ini, perhitungan bunga slalu menghasilkan nilai 

bunga yang sama setiap bulan karena bunga dihitung dari persentase 

bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Rumus perhitungan bunga dalam 

metode ini: 

BUNGA PER BULAN = ( P x i x t) : jb 

Ket: 

P     = Pokok Pinjaman Awal 

i      = Suku Bunga Dalam Jangka Waktu Kredit 

jb    = Jumlah Bulan Dalam Jangka Waktu Kredit  

t      = Jumlah Tahun Jangka Waktu Kredit 

Mengingat  bunga dihitung dari  pokok  awal  pinjaman maka 

biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Dalam contoh 
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kasus diatas dengan bunga flat sebesar 5,3739% pertahun dan angsuran 

pokok Rp 1.000.000, berikut perhitungannya. 

Bunga flat tiap bulan selalu sama 

= (Rp 24.000.000 x 5,3739% x 2) : 24 

= Rp 107.478 

Angsuran Pokok dan Bunga pada Bulan 1: Rp 1.000.000 + Rp 

107.478 = 1.107.478 

d)    Bunga Atas Dasar Baki Debet Harian 

Perhitungan  bunga  yang  didasaran  pada  baki  debet  harian 

dialian dengan tingat bunga yang berlaku. Berdasarkan analisis diatas 

maka dilakukan proses persetujuan kredit, yang dapat diartikan sebagai 

keputusan untuk menyetujui atau menolak kredit dari pejabat bank 

yang memiliki kewenangan memutus kredit sesuai dengan limit dan/atau 

batasan kewenangannya. 

 

2.13 Perlakuan Akuntansi 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2008), 

pengakuan dan pengukuran akuntansi dari kredit pada bank adalah sebagai 

berikut: 

1.  Pembukuan pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, 

bank mengakui sebagai “kewajiban komitmen fasilitas kredit yang 

diberikan  kepada debitur” sebesar plafon  kredit  yang diperjanjikan atau 

yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang 

disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit. Jumlah 
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kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau 

bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu: 

a.  Kredit modal kerja/rekening Koran akan berkurang pada saat 

dilakukan  penarikan  dan  akan  bertambah  pada  saat  diterima 

setoran. 

b.   Kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) plafon menurun atau 

kredit konsumsi, akan  berkurang pada saat dilakukan penarikan 

dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran. 

2.   Pembukuan  pada  saat  pencairan  kredit,  bank  mengakui  sebagai 

“kredit yang diberikan” sebesar nilai wajar, yaitu : 

a.  Diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi; sebesar nilai 

wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga 

transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan. 

b.  Tersedia untuk dijual; sebesar nilai wajar kredit yang pada saat 

pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok 

kredit   yang   dicairkan,   dikurangj   atau   ditambah   pendapatan 

dan/atau  beban  yang  dapat  diatribusikan  secara  langsung  pada 

pemberian kredit tersebut. 

c.   Dimiliki hingga jatuh tempo 

 
d.   Pinjaman yang diberikan dan piutang 

 
3.   Pada saat pencairan kredit, bank tidak perlu melakukan kapitalitas 

atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan kredit dan dapat 



 45 

mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode 

berjalan jika: 

a.  Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak terkait dengan jangka 

waktu kredit; dan/atau 

b.   Pendapatan  dan/atau  beban  tersebut  tidak  dapat  diatribusikan 

secara langsung pada pemberian/pembelian kredit. Misalnya, 

pendapatan fee atas pengelolaan rekening debitur, biaya talangan 

dan/atau biaya yang dikeluarkan bank karena debitur tidak dapat 

memenuhi kewajibannya. 

4.  Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) diakui 

sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang 

bersangkutan (baik sebagai bank induk maupun sebagai bank peserta) 

dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada pembiayaan bersama tersebut. Apabila 

bank menjadi bank induk sindikasi(agent) dan menerima transfer dana dari 

bank peserta sindikasi (participant bank), maka atas dana tersebut tidak 

dapat diakui sebagai “pinjaman yang diterima dari bank peserta”, tetapi 

langsung dikreditkan ke pos giro debitur dibank induk (escrow account). 

Demikian juga bank peserta sindikasi tidak mengakui  sebagai  “Tagihan  

kepada  bank  induk”,  tetapi  sebagai “Kredit yang diberikan” kepada 

debitur. 

5.  Dalam hal bank memberikan kredit berdasarkan perjanjian penerusan 

kredit (channeling) atau kredit kelolaan, maka bank tidak diperkenankan 
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mengakui sebagai “kredit yang diberikan”, tetapi mengungkapkannya 

pada catatan atas laporan keuangan sebagai penerusan kredit. Namun, 

apabila bank menanggung resiko maka bank mengakuinya sebagai “kredit 

yang diberikan” sebesar resiko yang ditanggung. 

6.  Setelah pencairan kredit, bank mencatat kredit yang diberikan sebagai 

berikut: 

Diukur pada nilai wajar pada nilai laporan laba rugi : sebesar 

nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai 

wajar kredit diakui pada laporan laba rugi. 

Tersedia  untuk  dijual  :  sebesar  nilai  wajar.  Keuntungan  atau 

kerugian  yang  timbul  dari  perubahan  nilai  wajar  kredit  diakui secara 

langsung oleh ekuitas. 

Dimiliki  hingga jatuh  tempo dan  pinjaman yang  diberikan dan 

piutang : sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortised cost), yaitu  

nilai  wajar  kredit  yang diukur  pada saat  pengakuan  awal dikurangi  

pembayaran  pokok,  ditambah  atau  dikurangi  dengan amortisasi 

kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. 

7.   Untuk kredit dalam kategori tersedia untuk dijual : 

 
a.  Jika memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak 

memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya transaksi yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat 

pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) 

diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. 
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Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar, maka keuntungan 

atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih 

antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan 

amortisasi. 

b. Jika tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan 

memilii jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya transaksi yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat 

pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) 

tidak diamortisasi dalam laporan laba rugi dan diakui dalam laporan 

laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan 

nilai. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul karena 

perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas. 

8.  Relasifikasi kredit diaui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang 

belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi, harus diakui sebagai berikut: 

Untuk kredit yang direklasifiasi dari kategori dimiliki hingga jatuh 

tempo ke kategori tersedia untuk dijual, laba atau rugi yang belum 

direalisasi diakui dalam ekuitas secara terpisah pada tanggal 

reklasifikasi.Untuk kredit yang direklasifikasi dari kategori tersedia untuk 

dijual ke kategori dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum 

direalisasi pada tanggal reklasifikasi harus tetap dilaporkan dalam ekuitas 

secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat kredit 

dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premium atau diskonto. 

Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi  tersebut  akan  sepadan  
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dengan  pengaruh  amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan 

bunga dari kredit dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo. 

9.  Untuk kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, 

nilai  teratat  (carrying  account)  pada  saat  pengakuan  awal  dapat 

berbeda dengan nilai kredit yang aan diperoleh pada saat jatuh tempo, 

yaitu jika bank : 

Menerima pendapatan (diluar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya 

transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada 

pemberian/pembelian redit tersebut. 

Memberian  kredit  dengan  suku  bunga  diluar  suku  bunga  pasar 

(misalnya 5% sedangkan suku bunga pasar untuk kredit sejenis adalah 

8%) dan/atau Memberikan/membeli kredit secara diskonto atau premium. 

Dalam menentukan suku bunga pasar sebagaimana dimaksud pada nomor 

dua, bank dapat menggunakan suku bunga acuan yang berlaku dibank, 

misalnya base lending rate ditambah risk premium dan profit margin 

untuk  kredit sejenis. 

10. Selisih antara nilai teratat kredit (yang merupakan biaya perolehan 

diamortisasi) dengan nilai kredit yang akan diterima pada saat jatuh tempo  

kredit  diamortisasi  selama  periode  berjalan  menggunakan metode suku 

bunga efektif. 

11. Bank  dapat  menggunakan  metode  garis  lurus  dalam  melakukan 

amortisasi untuk : 
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1)  Kredit dengan skedul penarikan dan pembayaran (arus kas) yang sulit 

diprediksi, misalnya kredit yang bersifat revolving, pinjaman reening 

oran, dan kartu kredit; dan 

2)  Besarnya : 

Pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara 

langsung pada pemberian/pembelian kredit Perbedaan suku bunga 

kredit yang diberikan dan suku bunga pasar atas kredit sejenis; 

dan/atau Disonto  atau  premium  atas  pemberian/pembelian  redit  

dan material. 

12. Bank dapat tidak melakukan amortisasi atas pendapatan dan biaya 

transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada 

pemberian/pembelian  kredit  dan  mengaui  sekaligus  sebagai pendapatan 

atau beban pada periode berjalan jika besarnya pendapatan dan biaya 

transaksi tersebut tidak material. 

13. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan 

dalam kebijakan akuntansi. Tingkat materialitas ditetapkan secara agregat 

dengan membandingkan total biaya transaksi dengan laba sebelum pajak. 

Total biaya transaksi sebesar 5% atau kurang dari rata- rata  laba  sebelum  

pajak  selama  3  tahun  terakhir  dianggap  tidak material. Tingkat 

materialitas secara individu ditetapkan oleh manajemen dengan 

berdasarkan kepada estimasi pada anga agregat. Sebagai contoh, apabila 

bank memiliki laba sebelum pajak  sebesar 100.000.000.000,   maka   

biaya   transaksi   secara   agregat   sebesar 5.000.000.000 (5 x 

100.000.000.0000) dianggap tidak material. Total biaya transaksi secara 
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agregat ini merupakan batas maksimal dari akumulasi biaya transaksi 

individual yang dianggap tidak material. 

14. Penghentian pengakuan kredit 

 
a.  Dalam hal hak kontraktual atas arus kas masa datang dari kredit 

yang diberikan telah berakhir dan/atau bank telah mentransfer 

keseluruhan    kredit    yang    memenuhi    kriteria    penghentian 

pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui sebagai “kredit yang 

diberikan”. 

b.  Dalam hal bank telah mentransfer sebagian kredit yang memenuhi 

kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui bagian 

kredit tersebut sebagai “kredit yang diberikan” dan nilai tercatat 

sebelumnya (nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi) dari 

keseluruhan kredit harus dialokasikan pada bagian yang tetap diaku 

dan    bagian    yang    telah    dihentikan    pengakuannya berdasarkan 

nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. 

Selanjutnya, selisih antara (i) nilai tercatat yang telah 

dialokasikan pada bagian kredit yang ditransfer (ii) jumlah dari 

pembayaran yang diterima atas bagian kredit yang ditransfer tersebut 

ditambah/dikurangi keuntungan/kerugian kumulatif atas bagian kredit 

tersebut yang sebelumnya telah diakui secara langsung dalam ekuitas, 

diakui pada laporan laba rugi. 

PAPI tersebut diatas diterapkan secara prospektif untuk penyusunan 

laporan keuangan yang dimulai pada 1 januari 2010 dan penerapan secara 

prospektif dilakukan untuk transaksi yang dilakukan mulai 1 januari 2010. Namun 

demikian karena menyangkut teknis dalam   sistem   komputerisasi   perbankan   
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yang   cukup   rumit   dan memakan  waktu,  maka  pelaksanaannya  tidak  segera  

dapat dilaksanakan oleh perbankan. 

 

2.14 Pedoman ayat Alqur’an  

                               

                                  

                                    

                                   

                                

                                

                             

                                       

                                  

        

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah[179] 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
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(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika 

mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.” 

Penjelasan: 

Merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan secara jelas berisi 

perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat 

yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, terdapat 8 kata yang 

berakar dari kata mencatat (  كتب) dalam ayat tersebut, sedang mencatat 

merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. 

                                     

                           

Artinya:   “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”. 
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Penjelasan: 

Walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini 

dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu 

transaksi sesuai dengan posisinya. 

2.15 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian evaluasi sistem dalam pemberian kredit UMKM pada PD.BPR 

SARIMADU BANGKINANG sudah ada melakukan penelitian sesudahnya. 

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Variabel Analisis Hasil penelitian 

1. Alima,  

Analisis 

pemberian 

Kredit 

kepada 

nasabah 

perbankan 

di 

kabupaten 

bone 

periode 

2010-2011 

(2013) 

Variabel independen 

dan   kredit   sebagai 

variabel dependen 

Analisis 

kualitatif 

deskriptif 

Dana-dana        yang 

dihimpun           dari 

masyarakat(Dana 

Pihak Ketiga) 

merupakan 

sumberdana terbesar 

yang   paling 

diandalkan oleh 

bank  kegiatan  bank 

setelah 

menghimpun    dana 

dari masyarakat luas 

adalah menyalurkan 

kembali dana 

tersebut kepada 

masyarakat       yang 

membutuhkannya, 

dalam  bentuk 

pinjaman atau lebih 

dikenal dengan 

pemberian kredit. 
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No Penelitian Variabel Analisis Hasil penelitian 

2 Analisis 

prosedur 

pemberian 

kredit pada 

PT.    Bank 

perkreditan 

rakyat 

artha 

samudera 

indonesia 

kediri 

(2017) 

(X1) Prosedur 

pemberian kredit 

(X2) kredit macet 

Analisis 

kualitatif 

deskriptif 

(statistic) 

Prosedur  pemberian 

kredit    adalah 

lankah-langkah atau 

suatu   proses   yang 

dilalui   atau 

dilaksanakan     oleh 

petugas yang 

berhubungan 

dengan  kredit. 

Tujuan  prosedur 

pemberian kredit 

tersebut  yaitu  agar 

kredit yang 

disalurkan kepada 

masyarakat baik 

masyarakat luas 

maupun  masyarakat 

perdesaan dapat 

berjalan  lancar  dan 

kembali  tepat 

waktu, tepat jumlah 

dan berhasil. 

3 Akbar, 

Analisis 

sistem 

pemberian 

kredit pada 

bank   BRI 

cabang 

herlvetia 

medan 

Variabel independen 

dan   kredit   sebagai 

variabel dependen 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif. 

Bank   BRI 

mempunyai 

beberapa tahapan 

dalam   memberikan 

pinjaman kepada 

nasabahnya, 

diantaranya 

menerapkan analisis 

5C dan 7P sehingga 

proses  analisa 

pemberian      kredit 

tersebut memang 

tepat diberikan 

kepada calon 

nasabah. 
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No Penelitian Variabel Analisis Hasil penelitian 

4 Arif tri 

wibowo, 

(2013) 

analisis 

prosedur 

pemberian 

kredit pada 

ued-sp 

sumber 

makmur 

kecamatan 

tambang 

kabupaten 

kampar 

untuk 

menekan 

terjadinya 

kredit 

macet. 

(X1) Peosedur 

pemberian      kredit, 

(X2)     Permohonan 

pemberian      kredit, 

(X3)Evaluasi, 

keputusan, 

pencairan          dana 

pemantauan kredit. 

Analisis 

kualitatif 

deskriptif 

Bahwa  prosedur 

pemberian kredit 

yang  digunakan 

pada  UED-SP 

sumber makmur 

dengan standar 

operasional 

perusahaan    seperti 

permohonan 

pemberian     kredit, 

evaluasi, keputusan, 

pencairan  dan 

pemantauan    kredit 

yang  sudah 

dijalankan 

sebagaimana 

semestinya     dalam 

perundang- 

undangan 

perbankan. 
 
 
 

2.16 Kerangka Pemikiran 

Wawasan tentang pemberian kredit UMKM sebagai proses kredit umkm, 

menekankan   tanggung   jawab   Bank   dalam   pelaksanaan   kredit.   Sehingga 

masyarakat mampu memahami prosedur kredit umkam. 

Dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu evaluasi sistem akuntansi. Hal ini 

dikarenakan evaluasi tersebut harus memuat secara terperinci, bagaimana proses 

prosedur pemberian kredit umkm yang efektif dan efisien. Sehingga, PD.BPR 

SARIMADY BANGKINANG dapat mengatasi permasalahan bagian pemberian 

kredit UMKM. 

 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami 

masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), di bentuk 

oleh kata-kata dan di peroleh dari situasi yang ilmiah. 

3.2 Waktu dan tempat 

Dalam penelitian ini penulis mengambil data pada BPR Bank Sarimadu  

Cabang  Bangkinang  di  jalan  JI.  DI  Panjaitan  No.  96, Langgini, Bangkinang, 

Kabupaten Kampar, Riau.   Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2018. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a.    Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian  dalam  bentuk  sudah  jadi  seperti  laporan  neraca  dan 

laporan pendukung lainnya khususnya pada bagian lain yang terkait pada 

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang. 

b.    Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari 

bagian   personalia   berupa   informasi   penyaluran   kredit,   system 
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pencatatan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengkajian 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.4   Metode Analisis Data 

Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif 

dengan  menguraikan  secara  menyeluruh terhadap  pelaksaan  sistem  pemberian 

kredit umkm yang diterapkan pada PD.BPR SARIMADU BANGKINANG dan 

dibandingkan  dengan  teori-teori  yang  berhubungan  dengan  sistem  pemberian 

kredit umkm. 

 

 

 

 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1.  Faktor-faktor yang dihadapi pihak Bank  BPR Sarimadu Bangkinang 

dalam penyelesaian kredit macet antara lain: 

a.  Faktor Internal Bank 

Analisis  kredit  tidak  berdasarkan  data  akurat  dan  kualitas  

data  rendah, kurang cermatnya petugas analis kredit untuk 

mengamati angka-angka, data atau informasi tentang usaha nasabah. 

Kecerobohan petugas bank bagian analis kredit yang terlalu percaya 

dengan apa yang disajikan oleh nasabah, hal ini menjadi kelemahan 

bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam 

pengambilan keputusan, dan beresiko terhadap kredit yang 

disalurkan. Bank kurang dalam pengawasan dan pemantauan atas 

performance nasabah secara teratur. Setiap usaha tentu ada risiko 

bisnis dan risiko non bisnis. 

b.  Faktor Intern Nasabah 

Adanya debitur yang beretikad tidak baik, di mana dengan 

sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan 

masalah kreditnya, salain itu adanya kendala ekonomi yang 

dihadapi oleh debitur  juga dapat  menjadi kendala dalam 
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menyelesaikan masalah kredit. Debitur beritikat tidak baik, dimana 

sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh 

kreditur,  diketahui  bahwa  debitur  sebetulnya  mampu  untuk  

memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada 

bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak 

menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan 

diri. Penyimpangan penggunaa dana kredit. Debitur mengalami 

masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya 

sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur 

sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan 

kreditnya kepada bank sebagai kreditur. 

c.  Faktor Eksternal 

Faktor alam yang bersifat  negatif yang tidak dapat  

dipungkiri,  misalnya akibat adanya bencana alam seperti banjir, 

kebakaran, gempa bumi dan lain- lain. Adanya gejolak social, 

adanya Peraturan pemerintah yang merugikan Nasabah. 

2.  Langkah-langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  yang  dilakukan  

PD.  BPR Sarimadu Bangkinang. 

Mengacu pada proses restrukturisasi kredit berupa 

reschedulling, restructuring, dan  penjualan  jaminan.  Proses  

restrukturisasi  kredit  ini  dilakukan  apabila syarat-syarat  yang telah 

ditetapkan seperti,  penilaian kondisi usaha debitur, kemampuan 

bayar debitur dan itikad yang ditunjukkan debitur dalam menyelesaikan  
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permasalahan  kreditnya  telah  dipenuhi.  Sedangkan  untuk debitur 

yang tidak memiliki itikad baik, dan cenderung menghindar maka PD. 

BPR Sarimadu Bangkinang tetap mencoba melakukan penyelesaian 

kredit bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif dan 

berusaha menghindari bentuk penyelesaian kredit bermasalah melalui 

jalur hukum. 

3.  Kendala  yang  menghambat  penyelesaian  kredit  bermasalah  di  

PD  BPR Sarimadu Bangkinang yaitu: 

a.   Kreditur yang kurang Hati-hati dalam menyalurkan kredit 

kepada nasabah. 

Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, 

Kurang tajam dalam  menganalisis terhadap  maksud  dan tujuan 

penggunaan kredit  dan sumber-sumber pembayaran kembali. 

b.   Debitur beritikad tidak baik. Debitur mengalami masalah 

ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga 

mengalami kegagalan yang menyebabkan debitur sulit memenuhi 

kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan  kreditnya  

kepada  bank  sebagai  kreditur.  Ketidaktepatan waktu 

merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali 

hutangnya,   yang   mengakibatkan   penyelesaian   menjadi   

berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur 

semakin besar. 
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c.  Penyitaan jaminan salah satunya dengan menyegel rumah atau 

tanah milik debitur  yang  dijadikan  agunan  kepada  bank.  Hal  

ini  dilakukan  apabila debitur sudah benar-benar tidak punya 

itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar 

angsuran kredit pada PD BPR Sarimadu Bangkinang. 

 

5.2  Saran 
 

Adapun saran  yang  dapat  penulis  sampaikan dalam penelitian  ini 

yaitu sebagai berikut : 

1.  Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  untuk  menjadi  masukan  

didalam penyelesaian kredit bermasalah yang telah dilakukan PD. BPR 

Sarimadu Bangkinang yaitu didalam penyelesaian kredit bermasalah 

yang dilakukan PD.  BPR  Sarimadu  Bangkinang,  dibutuhkan  

pengawasan  serta  evaluasi yang mendalam mengenai kinerja dari 

pihak-pihak terkait agar persentase kredit bermasalah dapat menurun 

dan sebisa mungkin tidak terjadi setiap tahunnya. 

2.   Setelah melakukan pencairan kredit  bank harus melakukan   

pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang telah disalurkan, 

sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat disinyalir lebih 

cepat. Selain itu perlu diterapkannya  sanksi  kepada  debitur  yang  

tidak  memiliki  itikad  baik didalam menyelesaikan kredit 

bermasalahnya, berupa sanksi tegas maupun sanksi hukum agar timbul 

efek jera terhadap debitur yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan 

kreditnya. 
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3.   Untuk mengurangi terjadinya kredit macet yang terjadi pada BPR 

Sarimadu Bangkinang, sebaiknya dalam penyaluran pembiayaan 

kredit usaha kecil dan menengah dilakukan analisis lebih teliti lagi dan 

juga pengawasannya diperketat lagi. Oleh karena itu bank harus 

mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya 

cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pematauan baik secara 

periodik maupun secara insedentil agar setiap masalah dapat 

ditanggulangi secara dini. 
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